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Abstract: This study aims to analysis the suitability of the evidence base used to
form the provisions of the ability to distribute zakat property in al-Qardh al-
Hasan by making the material ijtima 'scholars of the Fatwa Commission MUI
2021 as the object of research. The research methodology is descriptive
qualitative with a literature study approach that uses content analysis in
reviewing some existing data. The results of this study show that the basis of the
arguments used in the MUI Jjtima' material regarding the permissibility of
distributing zakat assets in al-Qardh is still general in nature and tends to be less
relevant. Therefore, there are four suggestions that need to be conveyed, namely;
1) the hadiths on the distribution of zakat assets that are pertinent to the theme of
the problem description should be displayed; 2) the figh rules should be
corrected by reviewing the benefits of distributing zakat assets in the form of al-
Qardh al-Hasan; 3 the qawl (opinion) of the ulama displayed should be justified;
4) the provisions on the distribution of zakat assets in the form of Qardh should
be concretely completed.
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Abstrak: studi ini untuk menganalisis bagaimana kesesuaian landasan dalil yang
digunakan untuk membentuk ketentuan kebolehan penyaluran harta zakat
dalam bentuk al-Qardh al-Hasan dengan menjadikan materi ijtima” ulama Komisi
Fatwa MUI 2021 sebagai objek penelitian. Oleh karena itu metode yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang
menggunakan analisis konten dalam mengkaji setiap data yang ada. Hasil dari
studi ini menghasilkan adalah landasan dalil yang digunakan dalam materi
[jtima” MUI tentang kebolehan menyalurkan harta zakat dalam bentuk al-Qardh
masih bersifat umum dan cenderung kurang relevan. Sehingga ada empat saran
yang disampaikan dalam artikel ini yaitu; 1) landasan hadis-hadis pendistibusian
harta zakat yang relevan dengan tema deskripsi masalah perlu ditampilkan; 2)
mengoreksi kaidah-kaidah fikih yang digunakan, dengan mengkaji lagi
kemaslahatan penyaluran harta zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan ; 3
memberi alasan atas pemilihan gawl (pendapat) ulama yang ditampilkan; 4)
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melengkapi secara kongkrit ketentuan kebolehan penyaluran harta zakat dalam
bentuk Qardh.

Kata Kunci: Harta Zakat; Al-Qardh Al-Hasan; Materi Ijtima’ Ulama

Latar Belakang

Penyaluran harta zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan telah
dipraktekkan di berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum
terbitnya Materi Ijtima” Ulama 2021. Materi IJjtima’ Ulama 2021 hanya
sebagai salah satu sumber legalitas atas praktek yang sudah dijalankan
oleh para manajemen LKS yang biasa mereka aplikasikan atas nama zakat
produktif. Sebuah penyaluran harta zakat yang sedang tren dilakukan di
Indonesia.

Zakat produktif menitikberatkan pada penyaluran harta zakat
kepada mustahiq dalam bentuk modal atau bahkan manfaat semata. Jika
berbentuk modal maka si Amil biasanya memberikan alat bagi mustahiq
untuk memudahkannya bekerja atau memberikan modal untuk
dikembangkan atau ditambahkan pada bisnis yang sedang mustahiq
kerjakan. Jika berbentuk manfaat maka si Amil biasanya memberikan
sebuah fasilitas bagi mustahiq untuk dimanfaatkan secara gratis tanpa
harus memiliki aset fasilitas tersebut, contoh kala harta zakat diwujudkan
untuk membangun Rumah Sakit dengan maksud memberikan layanan
kesehatan bagi para mustahiq zakat secara gratis.

Model zakat produktif seperti yang dipaparkan di atas oleh Ulama
kontemporer seperti Abu Zahra, Wahab Khalaf dan Qardhawi
dibernarkan.! Oleh karena itu beberapa lembaga Amil Zakat di Indonesia
seperti BAZNAS yang menjalankan model zakat produktif dengan
membangun Rumah Sakit, pembangunan fasilitas publik, bekerjasama
dengan peternakan/perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan
kalangan mustahiq.? Bahkan zakat produktif dengan pola membangaun
Rumah Sakit tidak hanya diperuntukkan untuk mustahiq lokal, Lazismu
juga NU Care-Laziznu memperuntukkan pembangun Rumah Sakit
Indonesia Hebron dari harta Zakat disalurkan kepada rakyat Palestina
dengan konsep zakat produktif.?

! Yasuf al-Qardawi, Figh Al-Zakah, vol. 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 645.

2 Asep Firmansyah, “BAZNAS Targetkan Bangun Rumah Sakit Di Seluruh Kabupaten/Kota,”
Antara, November 15, 2021, https://www.antaranews.com/berita/2525185/baznas-targetkan-
bangun-rumah-sakit-di-seluruh-kabupaten-kota.

3 Wahyu Noerhadi, “NU Care Siap Galang Dana Bangun Rumah Sakit Di Hebron,” Lazisnu Kendal,
May 13, 2019, https://lazisnukendal.id/nu-care-siap-galang-dana-bangun-rumah-sakit-di-hebron/.
Lihat juga Adit, “Lazismu Dukung Dana Rp. 1 Milyar Untuk Pembangunan Rumah Sakit
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Konsep penyaluran zakat di luar wilayah di mana harta zakat itu
dipungut sebenarnya menjadi isu tersendiri yang perlu dibahas sebab jika
merujuk pada semua dalil zakat dalam Hadis mayoritas menyatakan
bahwa harta zakat yang sudah dikumpulkan oleh Amil seyogyanya
dibagikan di wilayah di mana ia dipungut.* Sebagaimana Umar bin Abdul
Aziz yang meminta dan memperingatkan para Gubernurnya untuk
mentasarrufkan harta zakat di wilayah di mana zakat itu dipungut dan
tidak keluar wilayah kecuali sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada
mustahiq, utamanya fakir miskin sudah mendapatkan hak atas harta
zakat tersebut.® Dengan model lokalitas tersebut, Umar dalam masa kurun
kurang dari tiga tahun telah mampu membuat seluruh wilayah
kekuasaannya yang mencapai tiga benua sejahtera, bertolak belakang
dengan masa kepemimpinan Khalifah sebelumnya yang banyak
ditemukan rakyat yang kurang sejahtera.

Namun dalam kesempatan ini. Penulis cenderung ingin membahas
tentang keabsahan pentasarrufan harta zakat dalam bentuk al-Qardh al-
Hasan dengan menganalisis landasan dalil yang digunakan untuk
mengesahkan praktik tersebut, di mana dalam hal ini adalah materi
Jjtima” Ulama yang diterbitkan di akhir tahun 2021 kemarin. Ketertarikan
pada tema ini dilandasi karena beberapa observasi penulis di LKS sekitar
Surabaya cenderung mempraktikkan produk ini tanpa menvalidasi
keadaan nasabah yang mengambil produk al-Qardh al-Hasan tersebut
termasuk mustahiq apa tidak. Juga ketentuan yang dituliskan dalam
Materi [jtima” Ulama 2021 tersebut dirasa oleh Penulis masih sangat global
dan tidak relevan dengan dalil atau pendapat Ulama yang mereka kutip
sebagai landasan.

Oleh karena itu artikel ini ingin menjawab tentang bagaimana
kesesuaian landasan dalil yang digunakan untuk membentuk ketentuan
kebolehan penyaluran harta zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan?.
Sejauh pengamatan kami, tema ini belum ada dan belum dibahas dalam
bentuk jurnal ilmiah sehingga cukup relevan untuk dihadirkan demi
menambah kazanah keilmuan dan tambahan sumber akademik serta
bahan kajian yang bersifat kritik konstruktif atas terbitnya materi Ijtima’
Ulama yang salah satunya membahas tentang keabsahan penyaluran

Indonesia Di Hebron, Palestina,” Lazismujatim, 2020, https://lazismujatim.org/lazismu-dukung-
dana-rp-1-m-untuk-pembangunan-rumah-sakit-di-hebron-palestina/.

4 Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, vol. 2 (Bairut: Dar Ibnu Kasir, 1993), 544.

5 Jamal al-Din Abu al-Faraj bin “Abd al-Rahman al-Jawzi, Sirah Wa Mandgqib ‘Umar Bin ‘Abd al-’Aziz
al-Khalifah al-Zahid (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.), 6. Lihat juga Muhammad bin Sa’ad bin
Shaqir, Figh ‘Umar Bin ‘Abd al-’Aziz, vol. 1 (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003), 347.

¢ Bakhrul Huda, “Penerapan Manajemen Zakat Umar Bin Abdul Aziz Di Masa Corona -
Sanadmedia.Com,” 2020, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32315.08482.
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harta zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan. Yang ada adalah kajian
terkait kebolehan mentasarrufkan harta zakat sebagai modal al-Qardh al-
Hasan seperti Purwadi,” Nurcahaya dkk,® Hayati,” Muttaqin!® dan lainnya.
Keabsahan penyaluran harta zakat sebagai Qardh Hasan sebenarnya
pernah penulis singgung kala digunakan sebagai modal Bank Wakaf
Mikro.1

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembahasan tema dalam artikel ini
menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka.
Penelitian model ini menghasilkan deskripsi informasi dari data yang
diteliti.’> Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Materi Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa 2021. Dengan menggunakan analisis konten (isi),
maka kami akan mengidentifikasi Materi Jjtima” Ulama serta sumber data
yang ditampilkan di dalamnya yang berupa landasan-landasan Ayat,
Hadis, Kaidah Fikih dan penjelasan dan pendapat para Ulama yang

7 M. Imam Purwadi, “Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep Dan Implementasinya
Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat,” UNISIA XXXIlI, no. 74 (January
2011): 141-53.

8 Nurcahaya et al.,, “Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasinya Di BAZNAS
Indonesia Dan PPZ Malaysia,” Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa, n.d., 202-20.

° Mujahidah Hayati, “Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan Dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan
Kemiskinan (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)” (Medan: Unmuh Sumatera
Utara, 2018).

10 Zainul Muttaqin, “Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk Qard Pada Program Misykat Di
Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang,” Skripsi (Semarang: UIN
Walisongo, 2017).

11 Bakhrul Huda, “Legalitas Penyaluran Harta Zakat Dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana
Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fikih” (Prossiding, Annual Conference for Muslim
Scholars (AnCoMS), Surabaya, 2018), 821,
http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/183.

Metode penyaluran harta zakat yang dapat kita kenal saat ini ada tiga bentuk yang ditawarkan
oleh para Ulama kontemporer, yaitu 1) harta zakat yang terkumpul langsung dibagikan pada
delapan golongan mustahiq atau sebagiannya untuk dimiliki oleh mereka, metode ini disepakati
kebolehannya oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer secara konsensus walau Imam
Syafii sendiri cenderung untuk membagikan merata ke semua golongan. 2) harta zakat yang
terkumpul tidak seluruhnya dibagikan pada golongan mustahiq, namun ada sekian harta yang
terkumpul di lajnah tidak dibagikan tapi disimpan untuk dialokasikan secara berangsur-angsur
kepada para mustahiq, metode ini ada perbedaan ulama dalam hal tidak dibagikannya harta
zakat terkumpul sesegera mungkin. 3) harta zakat yang terkumpul di lajnah sebagian dibagikan
langsung pada mustahiq dan sebagian besar tidak dibagikan namun disimpan dengan maksut
untuk diiinvestasikan, yang mana hasil laba dari investasi dibagikan atau diberikan pada golongan
mustahiq dengan terus tetap menjaga pokok harta zakat yang tersimpan untuk dikembangkan
secara kontinyu, metode ini juga ada perbedaan ulama dan tidak dikenal di era 14 abad awal Islam.
Lihat Bakhrul Huda, 823.

12 Jda Bagoes Mantra, Filsafat Penilitian & Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), 30.
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dikutip dalam kitab-kitab mereka. Metode analisis kualitatif dalam artikel
ini cenderung kepada Discourse Analysis, sebuah metode untuk mengkaji
wacana yang terdapat dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual
maupun kontekstual.’®

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Keputusan Ijtima’ Ulama MUI

Disampaikan dalam hasil buku Ijtima’ Ulama MUI tahun 2021
halaman tentang penyaluran dana zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan
di mana dalam pernyataan dalam deskripsi masalah disampaikan bahwa
dalam rangka mengedukasi para mustahiq zakat agar bekerja keras
sehingga usaha mereka berhasil maka penyaluran dana zakat diolah
menjadi zakat produktif dalam bentuk al-Qardh al-Hasan. Dengan catatan
bahwa pengembalian dana sebab al-Qardh al-Hasan tersebut dianggap
sebagai infaq hasil usaha para Mustahiq zakat yang akan digulirkan dan
disalurkan kembali kepada Mustahiq lainnya sehingga pemetik manfaat
zakat itu semakin bertambah.!

Deskripsi masalah di atas oleh Ijtima’ Ulama dibolehkan dengan
menyebutkan terlebih dahulu bahwa asal muasal dana zakat itu diberikan
pada para Mustahiq untuk dimiliki dan disalurkan secepatnya. Kemudian
sebab alasan ada kemaslahatan luas maka Itmia” Ulama membolehkan
penyaluran dana zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan dengan
ketentuan; 1) penerima pinjaman al-Qardh Hasan adalah mustahiq zakat;
2) saat gagal bayar, tempo diperpanjang atau dihapus; 3) pinjaman
berbentuk al-Qardh al-Hasan; 4) Pinjaman diperuntukkan untuk
memenuhi kebutuhan mendasar.’>

Keputusan itu oleh Ijtima” Ulama dilandasi dengan menyebutkan
QS. Al-Tawbah [9]: 60 dan 103, QS. Al-Hadid [57]: 11 dan 18,® QS. Al-
Taghabun [64]: 17, QS. Al-Maidah [5]: 2 dan 12, serta QS. Al-Baqarah [2]:
245, 280 dan 282. Tidak luput juga mereka melandasi keputusannya
dengan Hadis tentang keutamaan membantu antar sesama,”” Hadis

13 Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis),” 2018, 11,
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804.

14 Tim Pemateri Jjtima” Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Materi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia VII: Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa” (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa
MUJI, 2021), 77-78.

15 Tim Pemateri Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 78.

16 Dalam buku materi ijtima” Ulama tertulis QS. Al-Hadid: 8, padahal bunyi ayat inna al-
Musaddigina wa al- Musaddigat yang benar adalah ayat 18. Beberapa tipo atau kesalahan ketik juga
kita dapati kala menerjemahkan kaidah fikih al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir dan al-Hajah qad Tanzil
Manzilat al-Dariirah. Terlihat bahwa tim Editor kurang cermat/teliti. Lihat Tim Pemateri Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 79-82.

7 Hadis tersebut yaitu:
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tentang kezaliman dalam penundaan pembayaran hutang,'® Hadis tentang
larangan menunda hutang,'” Hadis tentang kebaikan membayar hutang,®
serta Hadis tentang kewajiban memenuhi persyaratan yang telah
disetujui.?? Kemudian dilanjutkan dengan menyebut kaidah fikih tentang
kesulitan yang mendatangkan kemudahan,? kaidah tentang sebuah
kebutuhan yang dapat menempati posisi darurat,® serta kaidah tentang
kebijakan seorang pemimpin yang harus berdasarkan kemaslahatan.

a5 A3 U b adle 4l g s Gle 00 a3 0K (e B K K Al Gl Ll 2R (e 10K (e e ol G
st e 8 Nl S S o A5 553315 LI Bl 6 Wt
Lihat Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyair1 al-Nisabtri, Sahth Muslim, vol. 4 (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub
al-Arabiyyah, n.d.), 2074.
“"Barangsiapa yang melapangkan suatu kesusahan dari beberapa kesusahan seorang Mu'min di
dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya suatu kesusahan dari berbagai kesusahannya
pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang kesukaran,
maka Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang
menutupi cela seorang Muslim, maka Allah akan menutupi celanya di dunia dan di akhirat. Allah
itu selalu memberikan pertolongan kepada hambaNya, selama hamba itu suka memberikan
pertolongan kepada saudaranya..”
18 Hadis tersebut yaitu: ] o
i gl e sl o 144 s e
Lihat Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, 2:799. Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi
al-Nisaburi, Sahth Muslim, vol. 3 (Kairo: Dar Ihya" al-Kutub al-“Arabiyyah, n.d.), 1197. Lihat juga
Abti Dawud Sulayman bin al-Ash’ath al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, vol. 3 (Bairut: al-
Maktabah al-’Asriyyah, 1983), 247.
“Orang mampu yang mengulur-ngulur bayar utang itu zalim, dan apabila dipindah alih
pembayaran utang salah satu dari kalian kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia
mengikutinya”
19 Hadis tersebut yaitu: )
e y il Osd sl 1]
Lihat Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Madjah, vol. 2 (Bairut: al-Maktabah al-
‘Ilmiyyah, n.d.), 811. Abii Bakar Ahmad bin al-Husayn bin “Ali al-Bayhaqi, Kitab Al-Sunan al-Kubra,
vol. 6 (Kairo: Dar Ma'rifah, n.d.), 51. Lihat juga Abi Dawud Sulayman bin al-Ash’ath al-Sijistani al-
Azdi, Sunan Abi Dawud, 1983, 3:314.
“Orang mampu yang menangguhkan pembayaran hutang dihalalkan kehormatannya dan
siksanya.”
20 Hadis tersebut yaitu: )
2l KAl a&s )
Lihat Muhammad bin Isma‘1l al-Bukhari, Sahth Al-Bukhari, 2:843.
“Bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam pembayaran hutang”
21 Hadis tersebut yaitu: ) -
Gla Oal 5l Y3 5 U ) agda s s le & palasall
Lihat Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, n.d.), 635.
“Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan
hal yang halal atau menghalalkan yang haram”
22 Kaidah itu adalah:
D) (alat A8 i)
Lihat Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abu Bakar al-Suytti, Al-Ashbah Wa al-Nazd'ir (Bairut: Dar al-
Kutub al-TIlmiyyah, 1983), 77.
“kesulitan dapat menarik kemudahan”
2 Kaidah itu adalah:
555 pall 1 3a 35 8 dalall
Lihat Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suytti, 89.
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Tidak hanya itu, Jjtima” Ulama dalam keputusannya juga menyebut
pendapat beberapa Ulama klasik di antaranya adalah Ibnu Qasim dalam
Fath al-Qarib Sharh al-Bajuri yang menjelaskan definis Amil,?» al-Shirazi
yang dikutip oleh al-Nawawi dalam al-Muhadhdhab yang menerangkan
distribusi zakat, yang salah satunya diperuntukkan untuk Amil?* lalu
pendapat al-Nawawi dalam al-Majmu’ tentang penjelasan sesiapa saja
yang dapat dikategorikan sebagai Amil,? juga pendapat al-Nawawi
tentang larangan mengelola hak fakir miskin atas harta zakat tanpa ijin si
fakir-miskin,® dilanjutkan dengan pendapat al-Syarbini tentang

“Hajat/keperluan dapat menduduki posisi darurat”
24 Kaidah itu adalah:
daliaalls b sia alaY) Ci
Lihat Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abii Bakar al-Suyuti, 122.
“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan rakyat”
% Pendapat itu adalah:
Leiaiual Lgads g cliaall 340 e alaatindl (e Jalall
Lihat Muhammad Nawaw1 ‘Umar al-Jaw1, Qiit Al-Habib al-Gharib Tawshih ‘ald Fath al-Qarib al-Mujib
(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), 211.
“Amil Zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh Imam (pemimpin negara) untuk
mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”
% Pendapat itu adalah:
028 ot 5 asall an s Ao 032l 4 44 sin Lo il sy Jalall (pam) pendd Al o Leand ala¥) 5 BISN (50 3 oS 8
o Bl OIS (5 pgli sle a5 a1 e il 3 4550 m ST IS (o5 4l x4 51 8 el (IS 136 5Ll 5l L8 e
b 0 0 ) alial) il 3n G pay U 5l 5 gellimall pgas (g0 ey (o28LE U8 sty 0l a5 e 4350
Lihat Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawaw1, Al-Majmii’ Sharh al-Muhadhdhab, vol.
6 (Kairo: Matba‘ah al-Muniriyyah, n.d.), 168.
“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (Pemerintah) maka harus dibagi kepada
delapan penerima zakat. bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta
zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai
dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut.
Namun bilamana bagian Amil lebih besar dai kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka
kelebihan -di luar kewajaran tersebut- dikembalikan untuk golongan-golongan yanglain dari
Mustahiq zakat secara proposional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil
dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam
Syafi'i berpendapat; "ditambakan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi Sabilillah)".
Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkap dari bagian golongan Mustahiq yang
lain maka pendapat tersebut tidak salah."
¥ Pendapat tersebut adalah:
O Qs agi olina s Jlanll 063 dalall g (g Jlall dala 5 alusill 5 a5 S 5 ol 5 el 5 el any s Lilaal J&
alia 3 al (& dalall G genl  agdl Y BSHI (ad g8 5 Jalall s cansall agall
Lihat Abti Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawaw1, 6:169.
"Para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat; "dan diberi bagian dari bagian Amil adalah;
Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga
harta zakat. karena mereka itu termasuk bagian dari Amil zakat. tegasnya, mereka mendapat
bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil
yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya."
2 Pendapat itu adalah:
U agle s Y 2k, dal el 0 5 Lelal G Lebaa sy (in (il ) (g0 etie Jany L ety (o LDl W5 eladl mg Y
el s pelle (8 el 52
Lihat Abti Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawaw1, 6:156.
“Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan Imam/penguasa untuk mengelola harta-harta zakat
yang mereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Hal ini karena para fakir
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bagaimana kebolehan pemimpin memberi modal kerja sebagai hak fakir
dan miskin,® dan disusul oleh penjelasan al-Syatha.* Kemudian ada
pendapat Ibnu Qudamah yang mengungkap tentang perbedaan dari
maksud peruntukkan hak zakat oleh empat golongan fakir, miskin, amil
dan muallaf dibanding dengan golongan gharim, rigab, ibnu sabil dan
sabilillah.3'  Serta mengutip pendapat Qardhawi soal keabsahan

yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa
pengelolaan kepada mereka. Karenanya tidak boleh mengelola harta fakir tersebut tanpa seijinnya"
2 Pendapat itu adalah:
O Y (i 13 g 3R (A LS elld al (g 5y of ledl 5 caDliciug | e adlany Ley 0l i e e AUS (s 8 lany
i Lo Bl Cpuany Lo 4 (g5 Le and 5 lay ol LT 4 (5 i Lo (land 8 ya ol Gpueny o Ll 6553 W 5 38 sl
Llle Ay ans
Lihat Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbini, Al-Igna’ Fi Alfaz Abi Shuja’, vol. 1 (Bairut: Dar
al-Kutub al-TIlmiyyah, 2013), 462.
"Fakir Miskin diberikan zakat sebesar yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar hidupnya,
maka panitia zakat dan imam setempat dengan harta zakat tersebut dapat membelikannya
sebidang tanah sehingga bisa mereka manfaatkan, kebolehan panitia zakat dan imam setempat
membelikan sebidang tanah tersebut sebagaimana tertera dalam al-Ghazi. Jika fakir miskin itu
tidak dapat bekerja sedang jika mereka mampu bekerja dengan baik maka boleh diberikan uang
yang sekiranya bida untuk membeli peralatan kerja, kemudian jika fakir miskin itu pandai
berdagang diberiakn uang yang sekiranya bida untuk menjadi modal dagang sehingga labanya
dapat mencukup kebitihan besar hidupnya"

% Pendapat itu adalah:
Ll any) (G Jle ol (L) loms i () B 5lat 503 ) (oSl s ) () Lage S (ansd 4] Lgadn 4S5 3805 (o ol
s3SI 8 )y il 8 LS — Ay W g i sinn 35 iy of) il paad) BES an 8 )3 ¥ 5 B a Guny ol (g g
Oe S O - Aile gai ol Jlie 4l g it alin 4y L (a5 i co el chaall s 4y o slhe) @lld Guny Y (e slhely 2 yall Gal s
- Lelai
Lihat Abt Bakar Uthman bin Muhammad Shata, Hashiyah 1'anat al-Talibin Ald Halli Alfaz Fath al-
Mu‘in, vol. 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2018), 315.
“Bagi pemimpin negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya
kepada mereka. Masing-masing dakit miskin itu diberi dengan cara; bila ia dapat berdagang, diberi
modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi kebutuhan hidup, bila ia biasa/dapat
bekerja maka diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang
diberi jumlah yang mencukupi seumur pada umumnya (ghalib; 63 tahun). kata-kata "diberi jumlah
yang mencukupi untuk seumur ghalib" bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup
sampai umur ghalib namun diberi banyak (sekiranya zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya
mencukupinya. Oleh karena itu zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau
binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu”
31 Pendapat itu adalah:
Laila SLe U SLe b gdal e Adlall 5y shalall 5 (pSlisall g o 81 can 5 adall 2ny aglla ool D | e 1320 ) s3aly Cilial dxy )i
058 e (8 =) e [ENIPENE pedld sl Cl s alll s (5, Q8N (g ()50 3]l a2 5 aga Al i o) agle g V) e
BN aa 32l Jemny ol inal 15331 6 (o Ll Ll g Giliad) o3 (o Gl 5 g gn il W15 LelaY 3291 s all dgall
pera Jund s \en agiala oY 5 (omd (5 Gulalall Dal elaf s sl pall ol y uSlusall 5 o) sl i 55 a8 330 3 geailall Joan 5515915
A sed o538 2 Al Juad La (b g SN Y] diadll 150 ) Juad
Lihat Aba Muhammad “Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Mughni Sharh
Mukhtasar al-Khurafi, vol. 4 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), 130.
“Ada empat Ashnaf yang mengambil bagian yang tetap dan tidak diperhitungkan kondisinya
setelah penerimaan zakat, yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Mereka tidak harus
mengembalikan harta zakatnya dalam keadaan apapun, harta zakat tersebut mi- lik mereka
selamanya. Dan empat orang di antara mereka yaitu gharim, riqab, Ibnu sabil dan fi sabilillah
musafir, mereka mem- peroleh zakat, jika mereka mentasharrufkan/membelanjakannya sesuatu
yang mereka inginkan, mereka berhak mengambilnya. Jika tidak maka akan diambil kembali dari
mereka, dan perbe- daan antara jenis ini dan yang sebelumnya adalah orang-orang ini
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menjadikan bagian gharim sebagai modal qardh hasan lewat analogi giyas
aula.®

Dengan berlandaskan keumuman Ayat, Hadis, Kaidah Fikih dan
pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer lintas mazhab itulah
para ulama dalam Ijtima’ tahun 2021 memutuskan bahwa harta zakat
dibolehkan untuk ditasarrufkan sebagai al-Qardh al-Hasan. Keputusan ini
tentu akan menjadi dasar para pengelola lembaga keuangan syariah dan
Dewan Pengawas Syariahnya melegalkan penggunaan harta zakat untuk
diploting sebagai modal pembiayaan produk al-Qardh al-Hasan.

Analisis Landasan Dalil Keputusan Ijtima’ Ulama MUI

Keputusan IJjtima” Ulama yang membolehkan harta zakat
ditasarrufkan sebagai al-Qardh al-Hasan dengan beberapa landasan dalil
ayat, hadis, kaidah fikih dan pendapat ulama di atas akan kami kupas
satu persatu untuk mengkritisi kebijakan pelaku Lembaga keuangan
Syariah yang cenderung mengaplikasikan produk al-Qardh al-Hasan
terambil dari modal yang berasal dari harta zakat. Bahasan kami awali
dengan mengupas dalil ayat dengan merujuk pada tafsir dan asbab al-
nuzul ayat sehingga maksud dari ayat tersebut dipahami dengan baik.

QS. Al-Tawbah [9]: 60 yang tertulis awal dalam landasan dalil
keputusan Ijtima” Ulama adalah ayat yang menerangkan tentang para
mustahiq zakat yang terbatas pada delapan golongan. Menurut Ibnu

kaya/mampu , tidak tercapai dengan mengambil zakat, dan golongan pertama yaitu yang tercapai
tujuan mengambil zakat adalah fakir, miskin, muallaf dan upah bagi amil. dan Apabila mereka
mampu memenuhi kebutuhan mereka dan ada kelebihan di antara mereka, maka kembalikan
harta yang berlebih, kecuali al ghazi (orang yang berperang). Maka kelebihan baginya adalah apa
saja yang ada setelah perang (harta rampasan perang) menjadi miliknya”
% Pendapat itu adalah:
Jrally ) giloind cpdll aa cpa il o e el clld 3aai V5 Gaill 3 s die (i of e jlall e i jiall Luls olly §eay Ja
Gl ol of e e il g o cualinall Gl 8L J5A W 5aad BSON Qb 8 DY dalall aaliall 5 masall (bl ) Siied
sl 33T Al a3 L 13y Ayl AN e eliailly Lol A jlae b dddee daabloe BISN aalos @l ala (5 saia Al Lany
Lanl) im g il i laa o) sl SN Jla (g (5258 Aalall () goall i€ 1Y iy @I allaa (BS51) o aging 8 Cpun s (DA B 10 )
Y 8 e o sland Jlall s o LI e BN
Lihat Yasuf al-Qardawi, Figh Al-Zakah, 2:645.
“Apakah boleh dianalogikan dengan orang yang melunasi hutang kepada orang yang berutang?
Atau sesuai dengan makna harfiyah nash dan tidak membiarkan hal itu, berdasarkan fakta bahwa
orang yang berhutang adalah orang-orang yang telah meminjam, berdasarkan giyas yang sahih
dan kemaslahatan umum yang terdapat dalam bab zakat. Dapat dikatakan bahwa dengan
memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dari sa- ham (bagian) gharim. Oleh
karenanya perlu diatur dan dikem- bangkan dana khusus. Dengan demikian, zakat berkontribusi
se- cara praktis untuk memerangi riba dan penghapusan aturan riba Ini menurut pendapat Imam
Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf dan Hasan dalam penelitian mereka tentang “Zakat”
menjelaskan bahwa jika hutang dibayarkan dari uang zakat, maka lebih utama memberikan
pinjaman (al gardh al hasan) saat ini dari pada riba, agar bisa dikembalikan ke bait al-mal, dan
menjadikannya (me- minjamkan uang kepada gharim dengan al gardh al hasan) sebagai giyas
aula”

MAZAWA: Volume 3, Nomor 2, Maret 2022



Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk al-Qard al-Hasan : Studi atas Materi
Jjtima” Ulama Komisi Fatwa MUI 2021

Katsir ayat ini turun kala orang-orang munafik mempertanyakan tindakan
baginda Nabi saw. dalam membagikan harta zakat.*® Ayat ini menjawab
celaan, tuduhan dan provokasi kaum Munafik* sehingga jelaslah bahwa
tindakan baginda Nabi saw. dalam membagi harta zakat yang terbatas
pada delapan golongan tersebut memang keputusan Allah swt. Sehingga
kala datang seseorang pada Nabi saw. untuk meminta harta zakat, maka
beliau bersabda:*

Do S 18 1330 105 1508 s 5h e Ja cnliiall (o i 5 (o K& Gy 4D )

Batie | o) 321 ol

“Sesungguhnya Allah ta’ala tidak ridha dengan ketetapan Nabi dan

orang lain dalam persoalan zakat, karenanya hanya DIA yang

menetapkan aturan atas zakat. DIA membaginya menjadi delapan

bagian, jika engkau termasuk di dalamnya, maka saya akan
memberikan hakmu”

Kata “alile(” (saya akan memberi hakmu) dalam Hadis di atas jelas
menggambarkan bahwa harta zakat itu untuk diberikan bukan untuk
dipinjamkan. Sebagaimana al-Qurtubi dalam tafsirnya yang menukil
pendapat Imam Syafi'i bahwa huruf lam dalam lafal “+'3l” di QS. Al-
Tawbah [9]: 60 menunjukkan kepemilikan® sebagaimana Quraisy Shihab
memaparkannya juga dalam tafsirnya.

QS. Al-Tawbah [9]: 103 adalah ayat yang menerangkan tentang
perintah atas baginda Nabi saw. untuk mengambil zakat para sahabat®

% Menurut para Ulama al-Azhar dalam al-Tafsir al-Wasid, lafal Sadagat dalam QS. Al-Tawbah [9]: 60
ini mencakup harta zakat wajib, sedekah dan harta perbuatan baik lainnya (seperti infaq dst.).
Lihat Lajnah min al-"Ulama,” Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur’an al-Karim, vol. 1 (Kairo: Majma’ al-Buhaith
al-Islamiyyah bi al-Azhar, 1992), 1721.

34 QQS. Al-Tawbah [9]: 58-59

% Abt al-Fida’ Isma‘1l bin “Umar bin Kathir, Tafsir AI-Qur’an al-’Azim, vol. 4 (Riyadh: Dar Tayyibah
li al-Nash wa al-Tawz1’, 1999), 165.

% Abu Dawud Sulayman bin al-Ash‘ath al-Sijistan1 al-Azdi, Sunan Abi Dawud, vol. 2 (Bairut: al-
Maktabah al-’Asriyyah, 1983), 117.

3 Abii ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abai Bakr al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’An
Wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min al-Sunnah Wa Ayy al-Furqan, vol. 10 (Bairut: Mu’assasat al-
Risalah, 2006), 245.

% Hanya dalam memaknai huruf lgm dalam lafal al-Fuqara’ yang kemudian disusul ‘ataf lafal
miskin dan mustahiq lainnya tersebut ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berpendapat
kedelapan golongan itu harus mendapat secara menyeluruh kala pembagian. Namun bagi Imam
Malik tidak harus seluruh golongan mustahiq dapat, cukup satu golongan dari delapan bagi beliau
cukup. Lihat M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbih, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, n.d.), 630. Juga Abu
‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Ab#i Bakr al-Qurtubi, Al-Jami* Li Ahkam al-Qur’An Wa al-
Mubayyin Limd Tadammanahu Min al-Sunnah Wa Ayy al-Furqan, 10:245. Dan Abi al-Fida’ Isma‘il bin
“Umar bin Kathir, Tafsir Al-Qur’an al-"Azim, 1999, 4:165.

% Sahabat yang dimaksud di sini menurut Ibn ‘Asyur adalah mereka yang tidak berkenan maju ke
medan perang sebab masih ingin hidup menikmati kekayaan mereka. Ada yang mengatakan
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agar membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa. Ayat ini juga
perintah atas baginda saw. agar kala mengambil zakat dari para sahabat
untuk mendoakan mereka sebab doa baginda saw. menentramkan jiwa
para sahabat tersebut. Ada perbedaan pendapat dalam memaknai Ayat
ini, di mana pendapat pertama menilai bahwa lafal sadagah yang
dimaksud dalam ayat ini adalah zakat wajib, hal ini sebagaimana riwayat
dari sahabat Ibnu Abbas ra. Namun pendapat lain menilai bahwa ayat ini
turun khusus untuk kejadian di mana baginda Nabi saw. mengambil
sepertiga dari harta para sahabat yang tobat sebagai sedekah (kafarat)
mereka. Atas hal ini Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang ingin
menyedekahkan hartanya secara menyeluruh, maka cukup ia keluarkan
1/3 dari hartanya.®

QS. Al-Hadid [57]: 11 adalah ayat yang menjelaskan tentang
keutamaan meminjamkan harta di jalan Allah swt. dan balasan yang
berlipat atas perbuatan tersebut. Begitu pula ayat 18 yang menjelaskan
keutamaan gard hasan. Tidak jauh berbeda QS. Al-Taghabun [64]: 17 juga
membicarakan tentang iming-iming Allah swt. untuk umat Muslim agar
bersedekah atau meminjamkan harta sebab Allah swt. karena ada balasan
pahala dari Allah swt yang berlipat-lipat. QS. Al-Maidah [5]: 12 adalah
ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah swt telah mengambil
perjanjian dari Bani Israil dengan mengangkat duabelas pemimpin dari
mereka agar senantiasa taat pada Allah swt dan RasulNya, melaksanakn

bahwa para sahabat yang dimaksud di sini adalah sekelompok orang yang imannya masih lemah
sehingga mencampuradukkan amal baik dan buruk dalam kegiatan mereka. Lihat M. Quraisy
Shihab, Tafsir Al-Mishbah, n.d., 5:706.

Dalam al-Tafsir al-Wasit dikatakan bahwa QS. Al-Tawbah [9]: 103 berkenaan dengan Sahabat Abu
Lubabah ra. dan para pengikutnya yang telah dilepas oleh baginda Nabi saw. Mereka mendatangi
baginda Nabi saw. berniat untuk menyedekahkan seluruh harta mereka sebagai bentuk tobat.
Namun baginda saw. tidak berkenan sebab tidak ada perintah dari Allah swt. Untuk
mengambil/menerima semua harta mereka hingga turunlah QS. Al-Tawbah [9]: 103. Lalu baginda
saw. hanya mengambil 1/3 dari harta mereka dan mendoakan mereka.

QS. Al-Tawbah [9]: 103 memang turun khusus sebab kejadian Abu Lubabah dan pengikutnya
namun ia berlaku umum untuk sesiapa saja dari para sahabat atau umat baginda saw. yang
mengakui dosa-dosanya. Begitu pula bahwa QS. Al-Tawbah [9]: 103 memang perintah Allah swt
atas baginda saw. namun ia berlaku juga atas para pemimpin sepeninggal baginda saw. untuk
memungut zakat dan mendoakan. Dalam hal ini Quraisy Shihab memaparkan bahwa memungut
zakat atas pemimpin ada dua pendapat; 1) wajib; 2) sunnah. Pendapat sunnah memungut zakat
atas pemimpin ini menjadi pendapat mayoritas ulama.

Lihat Abu al-Fida’ Isma‘il bin ‘Umar bin Kathir, Tafsir Al-Qur’an al-’Azim, 1999, 4:207. Lajnah min
al-"Ulama,” Al-Tafstr al-Wasit Li al-Qur’an al-Karim, vol. 2 (Kairo: Majma“ al-Buhtith al-Islamiyyah bi
al-Azhar, 1992), 12. Serta lihat juga M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah, n.d., 5:706-706.

4 Abii ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abii Bakr al-Qurtubi, Al-Jami* Li Ahkam al-Qur’An
Wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min al-Sunnah Wa Ayy al-Furgan, 10:356.

Al-Tafsir al-Wasit cenderung menafsiri bahwa lafal sadagah bukanlah zakat wajib namun sedekah
sunnah yang memang digunakan sebagai kafarah atas dosa. Lihat Lajnah min al-"Ulama,” Al-Tafsir
al-Wasit Li al-Qur’an al-Karim, 1992, 2:12.
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shalat, menunaikan zakat dan meminjamkan pada Allah swt pinjaman
yang baik agar dosa-dosa mereka diampuni dan dimasukkan di Surga.
Sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 245 juga membicarakan hal yang sama
tentang pinjaman kepada Allah, yaitu berinfaq di jalan Allah swt. dan
balasanNya yang berlipat ganda dengan menambahkan bahwa lancar dan
seretnya rejeki itu sebab kehendak Allah swt.*

QS. Al-Maidah [5]: 2 merupakan seruan kepada orang-orang
beriman untuk tidak melanggar syiar Allah swt. kala di Tanah Haram saat
Umrah atau Haji. Ayat ini juga menyeruhkan agar kaum beriman saling
tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan QS. Al-
Baqarah [2]: 280 menerangkan tentang anjuran bagi Kreditur agar saat
dalam situasi orang yang berhutang padanya itu dalam kesukaran, maka

# Urutan landasan ayat oleh Tim Pemateri [jtima’ Ulama tidak tertata sesuai urutan ayat atau
surah, loncat-loncat dan tidak teratur. Akumulasi dalil tentang Qardh dimulai dengan menyebut
QS. Al-Hadid [57]: 11, lalu QS. Al-Hadid [57]: 18 (tapi salah ketik dengan tertulis 8, bukan 18),
disusul dengan QS. Al-Taghabun [64]: 17, QS. Al-Maidah [5]: 12 kemudian QS. Al-Baqarah [2]: 245.
Menurut kami akan baik jika dimulai menyebutkan QS. Al-Baqarah [2]: 245, QS. Al-Hadid [57]: 11
dan 18 lalu QS. Al-Taghabun [64]: 17 dengan menyesuaikan urutan surah atau ayat. Lihat Tim
Pemateri IJjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Materi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia VII: Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa”, 79-80.

Quraisy Shihab menerangkan, kata meminjamkan atau pinjaman adalah makna kata Qardh yang
selanjutnya mempunyai derivasi makna lain yang serupa misal kata kredit. Asal muasal kata Qard
bermakna momotong sesuatu dengan gigi (layaknya tikus yang memotong kayu dengan gigi).
Maka ada kesan bahwa sebuah pinjaman itu diberikan di situasi sulit. Relevansinya adalah bahwa
saat orang memotong sesuatu dengan giginya maka dia sedang mengharapkan sesuatu dari usaha
gigitannya tersebut. Oleh sebab itu al-Qurtubi menerangkan kata Qardh dalam QS. Al-Baqarah [2]:
245 sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharap imbalan.Maka jika kita pinjamkan
sesuatu pada Allah swt dan kita yakin padaNya tentu pinjaman itu tidak akan hilang. Dengan
syarat bahwa kala meminjamkan itu memang diniati dengan benar, tulus, dan dari harta yang
halal. Makna meminjamkan kepada Allah swt. di sini adalah pemberian seseorang secara tulus
untuk kemaslahatan hambaNya. Lihat M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 1 (Jakarta: Lentera
Hati, n.d.), 245-46.

Menurut para Ulama al-Azhar dalam al-Tafsir al-Wasid, secara etimologi yugrid pada ayat tersebut
bermakna pemberian seseorang atas sebuah harta untuk orang lain agar harta itu dikembalikan
lagi nantinya. Karena ayat sebelumnya membicarakan tentang jihad fi sabilillah (QS. Al-Baqarah
[2]: 244), maka dalam QS. Al-Baqarah [2]: 245 ini makna qard hasan ditafsiri sebagai infaq di jalan
Allah yang tulus (tidak riya”) dan berasal dari harta yang halal demi menangkal musuh Allah dan
agama. Jika demikian maka Allah swt. akan membalas orang yang berinfaq tersebut dengan
balasan berlipat. Namun dijelaskan juga bahwa kala seseorang meminjami orang lain juga
hendaknya dilandasi ketulusan. Lihat Lajnah min al-“Ulama,” Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur’an al-
Karim, 1992, 1:414-16.

Ibnu Katsir memaparkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]: 245 adalah bentuk seruan Allah swt pada
hambaNya agar berinfaq di jalan Allah swt. ayat yang demikian banyak ditemukan di berbagai
ayat al-Qur’an lebih dari satu (misal di QS. Al-Hadid [57]: 11 dan 18, QS. Al-Taghabun [64]: 17, dan
QS. Al-Maidah [5]: 12). Makna gard hasan sendiri adalah infaq di jalan Allah, namun ada yang
menafsiri itu sebagai nafkah suami pada keluarganya dan ada juga tafsiran yang menyebutkan
bahwa itu adalah dzikir tasbith dan taqdis (sikap menyucikan Allah swt atas segala Makhluk). Lihat
Abu al-Fida’ Isma‘ll bin “Umar bin Kathir, Tafsir Al-Qur’an al-’Azim, vol. 1 (Riyadh: Dar Tayyibah li
al-Nash wa al-Tawz1’, 1999), 662-63.
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hendaklah memberinya masa tangguh sampai dia berkelapangan dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu. Dan QS. Al-Baqarah [2]:
282 membicarakan tentang bagaimana hutang piutang itu dilaksanakan,
yaitu seyogyanya harus dicatat dan ada saksi.

Jadi selain QS. Al-Tawbah [9]: 60 dan 103 maka terlihat bahwa
dalil-dalil ayat yang digunakan dalam landasan Materi Ijtima” Ulama
adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan pinjaman kepada Allah atau
berinfaq di jalan Allah dan hutang piutang di antara manusia. Kaitannya
dengan deskripsi masalah yang mempertanyakan tentang keabsahan
mentasarrufkan harta zakat melalui Qardh Hasan masih belum mengenah
atau bahkan tidak relevan. Hanya QS. Al-Tawbah [9]: 60 dapat dinilai
cukup relevan namun tafsiran ayat ini sebagaimana telah disampaikan di
atas; bahwa huruf lam dalam ayat menunjukkan kepemilikan bukan
pinjaman. Sebagaimana Hadis yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut
yang menunjukkan bahwa sikap baginda Nabi saw. atas pembagian harta
zakat itu “memberi” bukan “meminjami”.

Kemudian tentang landasan Hadis yang digunakan dalam Materi
Jjtima” Ulama, yaitu Hadis tentang keutamaan membantu antar sesama
riwayat Muslim.”? Hadis ini dijelaskan oleh al-Nawawi dalam Sharhnya
yaitu bahwa Hadis ini mempunyai makna agung yang mencakup masalah
ilmu, pondasi kehidupan, dan adab. Makna lafal 48 (s adalah
menghilangkan kesusahan dengan menutupi kebutuhan dan perbuatan
baik lainnya yang memudahkan.®® Maka dalam konteks pembagian harta
zakat tentu akan sangat memudahkan dan lebih bermanfaat bagi mustahiq
jika harta itu langsung diberikan untuk dimiliki dan dimanfaatkan dari
pada hanya dipinjamkan dalam bentuk Qardh Hasan yang tentu akan ada
beban bagi mustahig untuk mengembalikan.

Hadis kedua yang didisplay adalah tentang kezaliman dalam
penundaan bayar hutang bagi yang mampu dan kebolehan akad
hawalah.* Hadis ini menerangkan bahwa kondisi seseorang yang mampu
membayar hutang di kala temponya namun tidak membayar maka
tergolong orang yang sedang zalim. Kondisi mampu bayar ini tidak
mensyaratkan kaya, bisa jadi dia fakir namun di kala tempo bayar hutang,
yang bersangkutan itu ada sesuatu yang dapat dibayarkan, maka jika

42 Hadis tersebut yaitu:

a5 323915 A G adle alll 05 sk e 00 Gas Al o5 00 e 33 K Al Al Gl () R Be B8 Gl e Ol (0
cd) e 3Nl G L dall e B AL DAY 5 G A all 5 i Ll i

Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.

4 Abu Zakariyya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawaw1, Sharh Al-Nawaw? ‘ald Muslim, vol. 17

(Dar al-Khayr, 1996), 188-89.

# Hadis tersebut yaitu: N I

il e e ksl i 198 i sl (s

Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.
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dalam kesempatan itu yang bersangkutan tidak bayar maka dia tergolong
zalim.* Hadis ini juga menyampaikan untuk pihak piutang agar suka rela
menagih hutangnya kepada Muhal ‘alayh yang mampu bayar hutangnya.

Selanjutnya Hadis yang ketiga adalah tentang kebolehan memberi
sanksi sosial atau bahkan finansial bagi sesiapa yang sesungguhnya
mampu bayar namun ia menunda.* Sedangkan Hadis selanjutnya yang
didisplay juga mengenai kebaikan membayar hutang sebagai tanda bahwa
yang bersangkutan adalah orang yang baik.*” Dan Hadis terakhir adalah
tentang kewajiban setiap Muslim untuk memenubhi persyaratan yang telah
disepakati.®® Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan dalil Hadis-hadis
yang disampaikan dalam Materi Ijtima” Ulama hanya terkait hutang
piutang, keutamaan menolong antar sesama dan kewajiban memenuhi
perikatan yang dibuat, tidak ada satupun yang berkenaan dengan zakat
yang dapat ditasarrufkan sebagai hutang atau Qardh Hasan. Sehingga
tidak relevan jika kami menganalisis asbab al-wuriid Hadis-hadis tersebut
sebab tidak ada kaitannya dengan masalah harta zakat.

Berkenaan dengan Kaidah Fikih yang disampaikan dalam Materi
Jjtima” Ulama, tercatat ada tiga; yaitu 1) al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir,* 2)
al-Hajah Qad Tanzil Manzilat al-Dariirah, 3) Tasarruf al-Imam Maniit bi al-
Maslahah.®' Maka yang menjadi pertanyaan adalah; Pertama, berkenaan
dengan kaidah pertama, mashagqah (kesulitan) macam apa yang dihadapi
oleh para Amil untuk membagikan harta zakat yang mereka pungut
sehingga mereka lebih berkenan untuk menjadikannya sebagai modal
suatu Lembaga keuangan Syariah (LKS) agar ditasarrufkan sebagai
produk Qardh Hasan?. Jika siap dan mampu memungut zakat maka juga
harus siap dan mampu membagikan dan mentasarrufkan harta zakat itu

4 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-"Asqalani, Fath Al-Bari Sharh Sahth al-Bukhari, vol. 4 (Kairo: Dar al-
Rayyan li al-Turath, 1986), 541-43. Lihat juga Abu Zakariyya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-
Nawaw1, Sharh Al-Nawawi ‘ald Muslim, vol. 10 (Dar al-Khayr, 1996), 174-75.
46 Hadis tersebut yaitu: )
45 gie g 4l te Jad aal 5l &
Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.
47 Hadis tersebut yaitu: o
2l KA A&s )
Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.
4 Hadis tersebut yaitu: ) o
Gl Jal 5 W3 a5 Ua i Y pgas s e & salasdll s
Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.
# “kesulitan dapat menarik kemudahan”
Lihat Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suytti, Al-Ashbih Wa al-Nazd'ir, 77.
%0 “Hajat/keperluan dapat menduduki posisi darurat”
Lihat Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suytti, 89.
51 “Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan
rakyat”
Lihat Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suytti, 122.
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kepada para mustahiq. Jelas dalam Hadis Mu’adz ra. Kala diutus oleh
Rasulullah saw. untuk memungut zakat, beliau juga diminta untuk
membagikannya juga,®> membagikan ini tidak dapat diartikan sebagai
meminjami (Qardh), toh dalam praktiknya beliau saw. dan para sahabat
membagikan atau memberikan harta zakat itu pada para Mustahiq, bukan
meminjamkan.®

Kedua, berkenaan dengan hajah (keperluan) yang bagaimana yang
dapat mengalahkan keadaan darurat? Apakah hanya keperluan
manajemen LKS untuk menyediakan produk Qardh Hasan sehingga itu
dikatakan sebagai hajah? Bukankah hdjah yang dapat menduduki posisi
darurat itu harus bersifat amm (untuk kepentingan umum), datangnya
tidak biasa, keberadaannya riil bukan prasangka?** Bukankah memang
menjadi kewajiban LKS mengalokasikan Sebagian modalnya untuk
produk Qardh Hasan tanpa harus memaksakan harta zakat dialokasikan
di pos Qardh Hasan? Pentasarrufan harta zakat untuk produk Qardh
Hasan cenderung hanya kebutuhan LKS semata sehingga kaidah ini
tidaklah relevan.

Ketiga, kaidah yang berkenaan dengan kebijakan pemimpin
haruslah untuk kemaslahatan yang dipimpin. Maka jelas bahwa jika harta
zakat ditasarrufkan dalam bentuk Qardh (hutang), tidak ada
kemaslahatan bagi mustahiq zakat sebab yang semestinya harta zakat itu
dibagikan pada mereka sebab memang hak mereka namun dikelola oleh
pemimpin atau Amil yang menjadi presentasi pemimpin menjadi
pembiayaan Qardh yang membebani karena ada kewajiban
mengembalikan lagi. Hak yang telah dinyatakan oleh Syariah dan telah
dipraktekkan sedemikian oleh baginda saw. dan para Ulama dengan
hanya dibagikan untuk dimiliki oleh para mustahiq, kenapa harus diubah
menjadi sebuah qardh?. Bentuk maslahah bagaimana yang diklaim dapat
mengubah itu?, sedangkan dalam masalah ibadah kita seyogyanya cukup
taslim (pasrah dan siap melaksanakan) tidak perlu mencari-cari kenapa
atau maksud dari pewajiban ibadah tersebut itu apa.®

Oleh sebab itu, dalam masalah ini semestinya para mustahiq tidak
dipersulit untuk mendapatkan hak atas harta zakat tersebut.
Mempermudah tidak mempersulit serta memberi kabar yang

52 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahth Al-Bukhari, 2:544.

% Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-"Asqalani, Fath Al-Bari Sharh Sahth al-Bukhari, vol. 3 (Kairo: Dar al-
Rayyan li al-Turath, 1986), 421-22.

% Walid Salah al-Din al-Zir, “Zawabit Al-Hajah Allati Tanzil Manzilat al-Dartirah Wa Tatbiqatuha
‘ala al-Ijtihadat al-Mu‘asirah,” Majallah Jami‘ah Dimshiq Li al-‘Uliim al-Iqtisadiyyah Wa al-Qaniiniyyah
26, no. 1 (2010): 675-97.

5 Abt Ishaq Ibrahim bin Misa bin Muhammad al-Syatibi, Al-Muwafagat, vol. 2 (Riyadh: Dar Ibn al-
Qayyim, 2003), 513.
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menggemberikan tidak menakut-nakuti adalah sabda baginda Nabi saw
yang semestinya diperhatikan.®® Dengan ditasarrufkan harta zakat dalam
bentuk Qardh Hasan tentu bukan kabar gembira bagi para mustahiq.
Mereka adalah golongan yang mendapat kesulitan masing-masing, perlu
dibantu dengan diberi harta zakat untuk menyelesaikan kesulitan atau
kebutuhan mereka masing-masing. Jika harta itu diberikan dalam bentuk
Qardh, tentu mereka kepikiran untuk mengembalikan. Mentasarrufkan
harta zakat dalam produk Qardh Hasan bukanlah edukasi bagi mustahiq
tapi mengalihkan masalah ke masalah yang baru. Hal ini harus dihindari
berlandaskan kaidah al-Darar Yuzal (kemadaratan harus dihilangkan)>
atau al-Darar la Yuzal bi al-Darar (kemadaratan tidak dapat dihilangkan
dengan kemadaratan yang lain).%®

Kemudian jika melihat tentang pendapat para ulama yang dikutip
menjadi landasan keabsahan pentasarrufan harta zakat dalam bentuk
Qardh Hasan, yang paling relevan adalah milik Ibnu Qudamah dan
Qardhawi. Ulama yang lain dikutip nyaris tidak spesifik langsung
membahas tentang pentasarrufan harta zakat dalam bentuk Qardh Hasan.
Beberapa hanya berkenaan tentang Amil, semisal milik Ibnu Qasim dalam
Fath al-Qarib Sharh al-Bajuri yang menjelaskan definis Amil yang dikutip.”
Al-Shirazi yang dikutip oleh al-Nawawi dalam al-Muhadhdhab,
menerangkan tentang distribusi zakat, yang salah satunya diperuntukkan
untuk Amil sebagai layaknya upah sedangkan pada tujuh golongan yang
lain itu diberikan sebagai dana sosial.®® Juga al-Nawawi dalam al-Majmu’
tentang penjelasan sesiapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Amil
untuk diberi harta zakat sewajarnya dan batasan harta zakat untuk Amil
tidak boleh lebih dari 1/8 harta zakat yang ada.*!

Lalu ada pendapat al-Nawawi tentang larangan mengelola hak
fakir miskin atas harta zakat tanpa ijin si fakir-miskin,®? yang justru
pendapat ini harus diperhatikan jika mengabsahkan pentasarrufan harta
zakat dalam bentuk Qardh. Lalu pendapat al-Syarbini tentang bagaimana
kebolehan pemimpin memberi modal kerja sebagai hak fakir dan miskin,®
ini juga perlu diperhatikan bahwa pendapat beliau ini tentang memberi

% Ahmad bin “Ali bin Hajar al-"Asqalani, Fath Al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, vol. 1 (Kairo: Dar al-
Rayyan li al-Turath, 1986), 196. Ahmad bin “Ali bin Hajar al-*Asqalani, Fath Al-Bari Sharh Sahih al-
Bukhari, vol. 10 (Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turath, 1986), 541.

57 Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuti, Al-Ashbah Wa al-Nazd'ir, 84.

5 Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyts, 86.

% Muhammad Nawaw1 ‘Umar al-Jaw1, Qit Al-Habib al-Gharib Tawshih ‘ald Fath al-Qarib al-Mujib,
211.

% Abti Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawaw1, Al-Majmii’ Sharh al-Muhadhdhab, 6:168.

1 Abti Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawaw1, 6:169.

©2Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawaw1, 6:156.

0 Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbini, Al-Igna’ F1 Alfaz Abi Shuja’, 1:462.
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para mustahiq dalam bentuk modal kerja atau lahan untuk berkebun,
bukan meminjamkan yang harus dikembalikan. Hal demikian juga
dijelaskan oleh al-Syatha dalam Hashiyah I'anat al-Talibin.**

Kemudian pendapat Ibnu Qudamah yang mengungkap tentang
perbedaan dari maksud peruntukkan hak zakat oleh empat golongan
fakir, miskin, amil dan muallaf dibanding dengan golongan gharim, rigab,
ibnu sabil dan sabilillah, yang mana empat golongan pertama itu diberi
hak atas harta zakat secara lepas, tidak boleh ada penagihan atas
pemanfaatan hak yang telah diberikan kepada mereka. Sedangkan empat
golongan terakhir boleh (tidak wajib red-.) diminta kembali atas sisa hak
yang telah diberikan pada mereka jika telah memenuhi kebutuhan mereka
sesuai tujuan yang dimaksudkan syariah.® Dan pendapat Qardhawi soal
keabsahan menjadikan bagian gharim sebagai modal gqardh hasan lewat
analogi giyas aula.®

Maka, dari pendapat Qardhawi, Ijtima” Ulama harus dapat
memberi syarat yang lebih spesifik jika memang mengabsahkan
pentasarrufan harta zakat dalam bentuk Qardh. Sedangkan dalam Materi
Jjtima Ulama MUI hanya menuliskan empat ketentuan yang sangat umum
dan rawan dipolitisir dalam pengejawantahannya. Sebab yang mengambil
pembiayaan qardh hasan kebanyakan bukan fakir miskin sebab kelas fakir
dan miskin cenderung sungkan datang ke LKS. Jatah dana zakat yang
dijadikan modal LKS untuk produk Qardh Hasan itu dari Golongan
siapa? Kalau dari pendapat Qardhawi itu hanya terambil dari bagian
Gharim® saja dengan syarat bahwa yang ambil produk Qardh Hasan
adalah golongan dari Gharim sebagaimana pendapat Abu Zahra dan
lainnya yang dikutip oleh Qardhawi. Maka hak Fakir, Miskin dan lainnya
tetap harus ditasarrufkan dengan diberikan bukan dihutangkan dengan
skema gardh hasan. Kalaupun harta zakat dari bagian Gharim saja yang
dapat dijadikan modal produk Qardh Hasan maka harus ada pengawasan
yang baik dari DPS LKS.

Kesimpulan

% Abti Bakar Uthman bin Muhammad Shata, Hashiyah I‘anat al-Talibin Ala Halli Alfaz Fath al-Mu'in,
2:315.

% Abt Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Mughni Sharh
Mukhtasar al-Khurafi, 4:130.

% Yisuf al-Qardawi, Figh Al-Zakah, 2:645.

7 Golongan Gharim yang boleh dibiayai atau mendapat harta zakatpun harus dijelaskan lebih
rinci, Gharim (pengutang) di sini itu yang terlilit hutang sebab kemaslahatan pribadi atau sebab
kemaslahatan umum. Lihat Eja Armaz Hardi, “Gharim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf
Al-Qardaw1 (Studi Distribusi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur),”
Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021),
http://digilib.uinsby.ac.id/48697/3/Eja%20Armaz%20Hardi_F53318014.pdf.
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Dari Hasil dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa landasan
dalil Ayat yang digunakan untuk membentuk ketentuan kebolehan
penyaluran harta zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan masih global dan
tidak spesifik, hal ini dapat ditolerir mengingat kandungan al-Qur’an
memang cenderung ijmali. Namun jika merujuk pada ayat pembagian
zakat pada delapan golongan mustahiq sendiri, mayoritas ahli tafsir
memaknainya sebagai pemberian yang dimiliki bukan pinjaman yang
harus dikembalikan. Sedangkan dalil Hadis yang digunakan dalam materi
[jtima’ sama sekali tidak ada hubungannya sebab hanya menampilkan
terkait Hadis-hadis hutang, tidak menampilkan tentang Hadis
pentasarrufan harta zakat. Lalu Kaidah Fikih yang digunakan juga tidak
relevan sebagaimana analisis di atas karena deskripsi masalah tentang
pentasarrufan harta zakat dalam bentuk Qardh bukanlah sesuatu hajah
yang dapat menduduki posisi dariirah, menyalurkan langsung pada
mustahiq untuk dimiliki dan dimanfaatkan adalah kondisi yang mudabh,
bukan sebuah mashaqqah sehingga konteks memudahkan (taysir) untuk
keabsahan penyaluran harta zakat dalam bentuk Qardh tidak relevan.
Begitu pula kaidah tentang kebijakan pemimpin yang harus berdasar
kemaslahatan yang dipimpinnya juga tidak relevan sebab justru
pemberian harta zakat pada mustahiq saat diubah menjadi Qardh adalah
kondisi yang tidak maslahah bagi para mustahiq. Dan terkait pendapat
para ulama yang dikutip juga kurang relevan dan justru harus membuat
ketentuan yang dituliskan dalam materi Ijtima” Ulama diredaksikan
ulang.

Dengan demikian saran yang bisa kami sampaikan untuk Materi
Jjtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2021 dalam bab keabsahan harta zakat
disalurkan dalam bentuk al-Qardh al-Hasan harus dilandasi dengan; 1)
Hadis-hadis pendistibusian harta zakat yang relevan dengan tema
deskripsi masalah; 2) mengoreksi kaidah-kaidah fikih yang digunakan
dengan mengkaji lagi terkait kemaslahatan penyaluran harta zakat dalam
bentuk al-Qardh al-Hasan vs penyaluran harta zakat secara konvensional
(dibagikan untuk dimiliki oleh para mustahiq); 3 memberi alasan atas
pemilihan gawl (pendapat) ulama yang ditampilkan; 4) melengkapi secara
kongkrit katentuan atas kebolehan menyalurkan harta zakat dalam
bentuk Qardh, semisal harta yang dijadikan modal produk al-Qardh al-
Hasan itu terampil dari bagian golongan mustahiq yang mana? Berapa
persen yang ditolerir untuk dijadikan modal produk al-Qardh al-Hasan,
sebatas kepada siapa al-Qardh al-Hasan itu disalurkan, misal jika hanya
untuk Gharim sebagaimana pendapat Abu Zahra, maka ketentuan
Gharim yang bagaimana yang dibolehkan mengakses dana produk al-
Qardh al-Hasan tersebut.[]
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